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WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIJINAN
DAN JENIS-JENIS PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA CIREBON

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon dimaksudkan
untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses
pelayanan perijinan dan non perijinan sehingga mampu
meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa agar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu dapat melaksanakan tugas pelayanan
perijinan dengan baik, maka perlu diberikan legitimasi
dalam bentuk pendelegasian wewenang
penandatanganan perijinan kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penetapan Jenis-denis Pelayanan Perijinan yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia 3214);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5604);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 16/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan
Pergudangan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  39/M-
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;
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Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  56/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-
08-AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009,
Nomor Per-30/MEN/ZII/2009, Nomor 10 Tahun 20009,
tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan untuk memulai Usaha;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan
Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau
Seminar Dagang;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan Atas
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia  Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang
Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tahun 2003 tentang
Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Akuntabilitas Pelayanan;
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Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001
tentang Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 12 Seri C) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2002
tentang Perijinan Penyelenggaraan Di Bidang Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan
Penyelenggaraan Di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan
Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010
tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri C Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Menara Bersama
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2012 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
20) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014
Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014
tentang ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 60);
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54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2015 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 61);

55. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008
tentang Penetapan Kembali Jaringan Trayek Angkutan
Kota Jumlah Alokasi dan Identitas Kendaraan Angkutan
Kota di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 11);

56. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha
Kepariwisataan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 17);

57. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang
Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 18);

58. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011
tentang Penghentian Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan

Umum di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 10);

59. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012
tentang Perijinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 46);

60. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 21 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN PERIJINAN DAN JENIS-
JENIS PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA
CIREBON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang
selanjutnya disebut Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Cirebon yang tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan
kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi
perijinan secara terpadu.
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5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,
merumuskan  sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan,
mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman
modal dan pelayanan administrasi perijinan berdasarkan kebijakan
Walikota dan/atau Sekretaris Daerah serta tugas pembantuan yang
ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertanggungjawaban administrasi perijinan, termasuk
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Walikota mendelegasikan wewenang penandatanganan dokumen perijinan
kepada Kepala Badan.

BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN PERIJINAN
Pasal 3
Jenis-Jdenis pelayanan perijinan yang didelegasikan wewenang

penandatanganannya, terdiri dari:

[jin Gangguan (HO);

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

[jin Usaha Toko Modern ( IUTM );
Tanda Daftar Gudang ( TDG);

o g R e

Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang
Lokal,

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
8. Tanda Daftar Industri ( TDI );
9. Ijin Usaha Industri (IUI);

N

10. Ijin Trayek;
11. Jjin Parkir di Luar Badan Jalan;
12. Ijin Operasi Angkutan,;
13. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Ijin Reklame;
15. Surat [jin Usaha Pariwisata;
16. Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas C;
17. Ijin Balai Pengobatan:
a. ljin Sementara;

b. Ijin Tetap;



18. Ijin Rumah Bersalin:
a. [jin Sementara;
b. Ijin Tetap;
19. [jin Balai Asuhan Keperawatan;
20. Ijin Balai Konsultasi Gizi;
21. Ijin Balai Khitan;
22. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta;
23. Ijin Klinik Radiologi;
24. Jjin Klinik CT Scann;
25. Jjin Klinik Fisioterapi;
26. Ijin Optikal,;
27. Ijin Toko Obat;
28. Ijin Pest Control;
29. Pengobat Tradisional;dan
30. [jin Lingkungan.

Pasal 4

Persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

[jin dan/atau Non Ijin yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dinyatakan berlaku hingga
berakhirnya masa berlaku perijinan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

a. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 503/KEP. 176-ORTALA/2012 tentang
Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan;dan

b. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 875/KEP. 177-ORTALA/2012 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan dilingkungan Pemerintah Kota
Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 13
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